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del Pemilihan Umum

in Mo
Mendesal Efektif dan Efisiep

Kepala Daerah yang

Rahmat Muhajir Nugroho* ~—=

A. Pendahuluan

Pasal 18 ayar (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahw
“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerinth
daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokraris®. Ketentuam
di atas, tidak menyebutkan secara tegas bahwa kepala daerah dipilih secan
langsung. Berbeda halnya dengan pemilihan presiden yang diatur pada Pasl
6A ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden
dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”, Frase "dipilih secan
demokratis” dalam Pasal 18 ayar (4) dapat dimaknai dua hal vairu, dipilih secan
langsung atau dipilih secara ridak langsu ng (melalui Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah). Kedua cara tersebut memenuhi syarat dipilih secara demokratis

Namun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintzhan
Daerah, menerjemahkan ketentuan pemilihan kepala daerah dengan cird
pemilihan secara langsung melalui pemilihan umum kepala daerah. Hal ini
iercmnin dalam Pasal 56 ayar (1) UU No. 32 Tahun 2004, yang berbunyi

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam saru pasangan calon
yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, beb3*
raha_i':ja,_] ujurdan adil”. Sehingga sejak tahun 2005 setiap daerah, baikdi tingkat
provingl maupun kabupaten/kora, melaksanakan pemilihan umum kep
daerah (pemilukada), Tetapi ada beberapa dasrah diberikan kekhususan 389
kelstimewaan dengan diatur dalam undang-undang tersendiri, contohny®

MD'D il :_
sen Fakultas Hukum Universigae Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarti-

m Pemilitun Umym Seramtak

o

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

rmewa Yogyakarta, G
I ol ubernyy dan Wakil Gube . .
retapi AeNgan pengangkaran mela] mur tidak dipilih langsung,
B kurang jep
pemilihan kepala daerah diPili}? ¢bih selama g tahun, kini muncul wacana

(DPRD). Paling tidak dalam, b Melalui Dewgn Perwakilan Rakyat Daerah
Kementerian Dalam Negeri da "E::dgaa: ““F'ﬂ'lﬂ*'-lrrdang yang dirumuskan oleh
(DPR). Dalam draft terseby,, dﬂainﬂp:lhihu di Dewan Perwakilan Rakyat
Gubernur dipilih |=1ngaung ol o

than terbagi menjadi dua jenis,
melalui DPRD. Awalnya, unt::: mky.?:;‘ sedangkan bupati/walikota dipilih
sedangkan bupati/walikora dipi]r}?rl ot e dpilih. melelof DPRD

' . angsun i
kembali .pada p:afnllih&n melalui Dpp_gf digei? kar:ks::]:. trg;krrm =.Imtaui:
antara lain, pemilihan lmgsu“gmmbﬁhmiaﬂ o rapa ﬂ;:ﬂr:
terjadinya konflik horizontal di masyarajqy mﬂf-;fmm . ‘f;n_icul:_upk :
(money politic). Sejumlah alagan ya praktik politik uang

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan
pihaknya mendapat banyak masykap
khususnya pemilihan gubernur, yang menilai bahwa pemilihan gubernur
lebih baik dilakukan melalui DPRD, Menurur Gamawan, sedikitnya terdapat
empat alasan yang mengemuka sehingga muncul usulan pemilihan gubernur
melalui DPRD. Pertama, terkait dengan biaya pemilukada yang sangat mahal
sehingga sering terjadi ketimpangan yang sangat mencolok antara gaji gubernur
sebesar Rp 8,7 juta dengan ongkos politik yang dikeluarkan saar pemilukada.
Kedua, terkait kewenangan gubernur yang tidak seluas bupati/walikota sebagai
fokus otonomi daerah karena otonomi berada di tingkat kabupaten/kota.

Ketiga, fungsi gubernur yang tidak hanya sebagai kepala daerah provinsi,
melainkan juga wakil pemerintah pusat di daerah, sehingga terjadi dwi starus
dan kewenangan mana yang harus didahulukan. Keempat, UUD 1945 hanya
mengamanatkan pemilihan gubernur dilakukan secara demokratis. Konstitusi
sama sekali tidak mewajibkan gubernur dipilih langsung **

Merespons wacana pemilihan kepala daerah, khususnya model pemilihan
gubernur melalui DPRD. Saldi Isra berpendapat bahwa bagaimanapun, dengan
menggunakan sistem perwakilan, rakyat akan kehilangan kﬂdﬂlﬂ':’«m““ﬁm
langsung menentukan gubernur. Banyak PEﬂEf'liﬂ'lﬂﬂ Tflfﬂ"-l“_ll“kk&“ b:":i“'ﬂ
pemilihan d engan sistem pcnmlcilﬂl'l terlalu sering mendistorsi kehendak dan
logika rakyat 2

Fauzi mengakui bahwa
terkait pemilihan kepala daerah

q—_:mhekaslnewa.mm. diakses tang :
“iSaldi Isra, “Haruskah kembali ke DPRD?",
Januari 2012

Oktober 2011 _
E-ﬂi 20 hﬂp;fﬂﬁ:ﬁt*rkm‘iwm diakses 2
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- alui D
Namun gagasan ynituk memilih Euhe?ﬁlraf‘id :I’lgszlg bf-‘rhaliha
menjadi gubernur dipilih laﬂgﬂ:f;:s::!};;hwz persilihis Iﬂﬂ:fﬁg;wﬂi&
i i DPRD, dengan SES ;
lellll.h mc:;l.lu:a;};?“n dﬂg ng memicu kunlﬂ:k i‘lﬂl'lﬂ':l;'.lll.'ﬂl yang lepj, bg.:
:::11:?::;3::5 digunakan juga lebih besar sehinggd pemilihan ""’“"kﬂiaf‘tﬂ.pl .

i i DPRD.
cukup dilakukan di D J -
Pro dan kontra tentang model pemilihan yang Bunakap Uty

i/wali bernur mepar:

ot torala daerah, baik bupati/walikota ataut BURCITIIF Menariy
:;E:;;]l:al ip:i]ah yang mendorong penulis :E'L;“kjmb:;iﬁll :mm;ﬁ
Adapun fokus kajian ini untuk pertanyaar adirah EECar;! Pa h!*ﬁhran
yang terdapat pada mekanisme FEmmhfm kepal g mgm”ﬂ""hpﬂ

kelemahan yang terdapat pada mekanisme pemilinan kepala daergh
langsung? Mekanisme pemilihan kepala daerah seperti apa yang lebih efig,,

dan demokratis?

B. Teori Demokrasi

Kata "demokrasi” berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari suky jy,
demo atau demos, yang berarti rakyat atau penduduk; dan suku kata eraey gz,
kratia yang berarti hukum atau kekuasaan. Penggabungan kedua suky by
tadi menjadi democratia, yang berarti kekuasaan yang datang dari rakya %
Selanjutnya Abraham Lincoln memberikan batasan singkat tentang demokras
sebagai suaru pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyar*

Sementara itu, Sidney Hook dalam Masykuri Abdillah mendefifisikan
bahwa “demokrasi” adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-kepurusa
pemerintah yang penting atau arah kebijakan di balik keputusan secara langsung
didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat
dewasa,**

Dalam perkembangannya, terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum
yang bertumpu pada konstitusi dengan kedaulatan rakyat yang dijalankia
melalui sistem demokrasi, Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyt
merupakan esensi dari sistem ini. Dengan kata lain negara harus ditopang
dengan sistem demokrasi. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilang?
bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna

*Nuktheh Arfawi A :
Pelajar, 2005), im 81 Kurde, Telaah Kritis Teori Negara Hukum, (Yogyakarts: Pusiet

bid.
Wilbid.

Pemilihan Umum Soraniak
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pemokrasi mffipﬂﬂ cara paling aman uneyk mempertahankan kontrol atas
pegara hukum.

pemerintahan demokrasi. Intermatignq, Conimission of jurists dalam konferensinya
di mngkﬂk tahun 1965 merumuskan

- Ry + dalam arti bahwa konstitusi, selain dari
mEnjE.mm i'l:ﬂ.’rl.-hal::lndl"r]du. hEnJ.E ﬂ'IEIIEntukan P'-illﬂl'.'-:'ll'ﬂ Frﬂsﬂdural uniuk
memperoleh perlindungan qrae hak-hak yang dijamin

2. E?;Im tl;haklman yang bebas dan ridalk memihak (independent and impartial
tritrra

Pemilihan Umum yang hebas
Kebebasan untuk menyatakan pendapar

Kebebasan untuk bErsnﬂkau'hemrganisasi dan beroposisi
Pendidikan kewarganegaraan/civic education,

Henry B. Mayo dalam bulkuy;
definisi demokrasi sebagai sis

- SR

Y2 An Introduction to Democratic Theory memberi
tem paolitik sebagai berilaug:

A democratic political system is one is which public policies are made on a majority
basis, by representatives subject to effective populer control a periodic elections
which are conducting on the principle of political equality and under conditions of
political freedom

(Sistem politik yang demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa
kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil
yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala

yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam
suasana terjaminnya kebebasan politik).

Untuk memagari agar capaian demokrasi mampu mendekari harapan dari
cira-cita ideal manusia tentang demokrasi, maka oleh pelbagai ahli ditentukanlah
Prinsip-prinsip demckrasi tersebut. Robert A. Dahl mengemukakan 6 (enam)
prinsip vang harus ada dalam sistem negara demokrasi;*®

1. Para pejabat yang dipilih. Pemegang atau kendali terhadap segala keputusan
pemerintahan mengenai kebijakan secara konstitusional berada di tangan

q_J—‘HFrang Magnis Suseno, Etika Pelitik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern,
Uzkarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), him. 58.
“’Miéﬂ E::E-liia.:]?:::. Dasar-dasar Hmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia, 1989), him. 60,
**Mukthch Arfawie Kurde, op.cit, him. 62. _ .
mﬂ:mE?Eﬁe“?j}r Yusuf, Kedawlatan Rakyat dalam Perspektif Pancasla, (Yogyakarta:
Proceedi ng Kongres Pancasila tanggal 30 Mei-1 Juni 2009 di UGM), him. 321-322
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para pejabat yang dipilih oleh warga negara, Jadi, Pemeringgy
modern ini merupakan demokrasi perwakilan; “ndhm%
2. Pemilihan umum yang jujur, adil, bebas dan periodik. Parg
dipilih melalui pemilu; mli‘
3. Kebebasan berpendapat. Warga negara berhak m““?ﬂlakan
mereka sendiri tanpa halangan dan ancaman dari Penguasy, Pfrulh

4. Akses informasi-informasi alternatif. Warga negary berhay
sumber-sumber informasi alternatif: ’ﬂn.;m

5. Otonomi asosiasional, yakni warga negara berhak Memp,
perkumpulan-perkumpulan atau organisasi-organisas; yang relay ey
termasuk partai politik dan kelompok kepentingan; "fbey

6. Hak kewarganegaraan yang inklusif.

Salah satu unsur yang disebut Robert A. Dahl dalam Sisten egay
demokrasi adalah pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan meky.
penyaluran kedaulatan rakyat dan pelaksanaan demokras sebagaingy
disebutkan oleh Robert A, Dahl,

C. Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan mekanisme penyaluran kedaulatan raby
Menurut Jimly, penyaluran kedaulatan rakyar (direct democracy) dilzkuka
melalui pemilihan umum, pemilihan presiden dan pelaksanaan referendim
untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap rencana peruban
aras pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Dasar*®

Dalam Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggm
Pemilihan Umum, Pasal 1 butir | menyebutkan pengertian “Pemilihan Unim
yang selanjurnya disebur Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rayat
yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil daie
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945",

Dalam sudut pandang teori, pemilihan umum adalah sarana Fﬂl‘“ﬁﬂn
instrumen terpenting bagi demokratisasi, Bagaimanapun, perwit
demokrasi akan dapat dirasakan secarg riil oleh masyarakat kerika F"#s
pemi]ihan umurm djSEiEﬂgg&t‘H[{aﬂ dalam j';]nEI-:_a menentukan ]':\il'l-d
pemimpin yang layak memegang tampuk kekuasaan. Tanpa [ang
maka kebenaran demokrasi EEb:lga_E sarana dalam mewujudkﬂ-n

Pemiliban Usmum Serantak
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t masih akan nda
:i?;bu ka ruang blzz?gkimu & sejumlah persoalan tersendiri yang kemudian
berkuasa feulan gugatan legitimasi pemerintahan yang

mendefinisikan demokrasi dengan merujuk
pada pendapat Joseph Schumpeter dalam bukunya yang r;iierbitﬁ pEI‘tEleEI
kali pada 1942. Dalam Buky Capitalism, Sosialism and Democracy, Schumpeter
mend&ﬁm‘sikan demokrasi secars prosedural dengan pemilu sebagai esensi
demokrasi. Akan tetapi, Huntington segera menambahkan bahwa sistern
demokrasi tak cukup hanya de

o : Gengan pemilu. Pemily yang bebas, jujur, dan
kompetitif hanya dnmungkmkan bila terdapat kebebasan berpendapat,
berkumpul dan pers, serta jika kand

ik dat dan partai oposisi dapat memberikan
kritik terhadap penguasa tanpa ketakutan akan terjadinya pembalasan®!.

Pada dasarnya, ada tiga tujuan dalam pemilihan ymum Pertama, sebagai
mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif
kebijakan umum (public policy). Kedua, pemilihan umum juga merupakan
mekanisme memindahkan konflik kepentingan (conflict of interests) dari
masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat
yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi atau
kesatuan masyarakat tetap terjamin, Ketiga, pemilihan umum merupakan sarana
memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap
negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Pemilihan umum merupakan tata cara dalam sistem pemerintahan modern
untuk terjadinya pergantian atau sirkulasi kekuasaan secara damai. Peralihan
kekuasaan dilakukan dengan mekanisme yang beradab dan tidak menggunakan
tara-cara pemaksaan atau kekerasan, seperti perang atau kudera.

Menurut Joko J. Prihatmoko, mengutip Aurel Croissant mengemukakan
tiga fungsi pokok pemilu. Pertama, fungsi keren-.ralfilan {repmfnm:fplm”ﬂ_
Kedua, fungsi integrasi, yaitu fungsi terciptanya penerimaan partai P‘.ﬂmk satu
tethadap partai politik lain dan masyarakat j;erhadap partai pulutn%:_ Ketiga,
fungsi mayoritas yang cukup besar untuk menramin M:tahmms pemerintah dan
kemampuannya untuk memerintah (governability).

—

: G : w i Pemilu dan Agenda Konsolidasi Demokrasi;

mﬁ;_;.dul Fitriciada Mﬁaﬁ-ﬁsﬂiﬁﬁhﬂi 1, Na, 2, September 2004), hlm, 180

Hmpﬁmtﬁﬁﬁﬂm;u ; i llmu Politik. (Jakarta: Grasinde, 2002), hlm. 181-182
515 amet Effendy Yusuf, ap.cit. hlm. 335.
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D. Pemilihan Umum Kepala Daerah e
h adala pemilihan
ili wm kepala daera N umy,
diwl::;::llr:;c:: d?:l ngkat lokal. Oleh karenanya, makna dan tujya, Belay.. Ny

dak ada bedanya dengan makna dan tujuan pe'“"‘ﬂna;

pemilukada ti h pemimpin di daerah, nmﬂu

ka memili
di tingkat dacrah dalam rang - A \
Sebagai sebuah aktivitas politik, F'E"“hh“_” Umum memijljj;
ﬁ,mg;i; yang saling berkaitan atau interdependensi. Adapun mng&t‘f”“h'dﬁ
pemilihan umum itu sendiri adalah:

l. Sebagai sarana legitimasi politik ,
Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah gy, st
politik. Melalui pemilihan umum kepala dafzrah, keabsahan PeMetingp,
daerah yang berkuasa dapat ditegak_l:an. begitu :pula program dan k‘b'ti-ia
yang dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah berdasarkan
yang disepakati bersama tak hanya memiliki otoritas uneyk berkus,
melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran
siapa pun yang melanggarnya. Menurut Ginsberg, fungsi legitimas; polit
ini merupakan konsekuensi logis dari pemilihan umum. Ady tiga alagy
pemilihan umum dapat menjadi legitimasi politik bagi PeMmerinthyy
yang berkuasa. Pertama, melalui pemilihan umum dapar meyakinkay
atau memperbarui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyar
Kedua, melalui pemilhan umum pemerintah dapat pula memengarub
perilaku rakyat atau warga negara. Dan ketiga, dalam dunia moderm pin
penguasa dituntut untuk mengadakan kesepakatan dari rakyat ketimbang
pemaksaan (coercion) untuk mempertahankan legitimasinya. Gramsa
(1971) menunjukkan bahwa kesepakatan (consent) yang diperoleh melahi
hegemoni oleh penguasa ternyata lebih efektif dan bertahan lama sehags
sarana kontrol dan pelestarian legitimasi dari otoritasnya ketimbasg
penggunaan kekerasan dan dominas,

b.  Fungsi perwakilan politik

Fungsi ini terutama menjadi kebutyhan rakyat, baik untuk mengevaluas
maupuln mlengnmrcli perilaku pemerintahan dan program serta kebijalan
yang dihasilkan, Pemilihag umum dalam kaitan inj merupakan mekanisté

d::-muluatis bagi rakyar untuk menentukan wakil-wakil yang dapd
dipercaya yang akan dudyk dalam Pemerintahan,

hdan wakil kepala dagrah sebagai mekanis™
si elite Penguasa tingkat daerah. KEIEW
erah dan wakil kepala daerah dengan Shhﬂl':;
bahwa elipe berasal dari dan bertugas meva¥

bagi pergantian aau sirkyla
pemilihan umum kepata da
elive didasarkan Pada asume

m Pemilihan Unump Sereniak
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¢ yang menggunakan jalur institusi volitik d
isasi kermasyar Jalur institusi politik dan
:;E:?Jsebagk:i ﬂﬂggn::akt:i um:j: menjadi anggota elite tingkat nasional,
net dan =k
pemilihan umum merupakan jabatan yang setara. Dalam kaitan itu,

pakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi
rakyat yang bersifar langsung, terbuka dan

_ massal, yang diharapkan
bisa mencerdaskan pemahamap politik dan meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang demokrasi 3%

Kelebihan Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung yang telah diterapkan di
Indenesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memiliki
kelebihan sebagai berikur:

Pertama, rakyat di daerah dapat berpartisipasi secara langsung untuk
menentukan seseorang yang akan memimpin daerah sebagai gubernur, bupati/
walikota. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi sebagaimana diungkapkan
oleh Abraham Lincoln bahwa pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan
untuk rakyat. Demikian pula menurut pendapat Robert Dahl bahwa demokrasi
mensyaratkan dua hal yakni kompetisi dan partisipasi, Pemilihan Kepala Daerah
secara langsung telah memenuhi dua prosedur demokrasi tersebut.

Kedua, Kepala Daerah terpilih akan memiliki legitimasi yang kuat, karena
menerima mandat secara langsung dari rakyat berdasarkan suara mayoritas.
Legitimasi atau dukungan yang kuat ini menjadi modal bagi gubernur, bupati/
walikota untuk merencanakan dan melaksanakan program kerjanya sesuai
dengan janji yang telah disampaikannya kepada rakyat pada saat k?-mpﬂﬂ‘.r’&
Dengan dukungan yang kuat tersebut maka kepala daerah akan lebih mudah
merealisasikan ide, gagasan dan pemikiran untuk melakukan pembangunan
dan perubahan ke arah yang lebih baik bagi daerah yang dipimpinnya.

Ketiga, mencegah terjadinya politik transaksional antara calon Kepala
Daerah dEngan Dewan Perwakilan Ril.k]"ﬂi Daerah. DE!’IE.IIII PEIT]]JIhEI_n Secara

o

*"Harris. ., Menggugat Pemilihan Umion Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai, (Jakarta;
Yayasan Obor Indonesia dan PPW LIPI, 1998).
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langsung dapat menutup peluang terjadinya jual beli Wﬂr.ﬂr afitar,
kepala dacrah dengan anggota DPRDY sebab P":*‘“ pemilihay trjag
gedung dewan yaitu di tengah-tengah m“"-'."“” at. ™

Adapun kelemahan mekanisme Pemilihan Gull::errlml' Secary g,
adalah sebagai berikut. Pertama, penyelenggaraan pemilihan tigy), efekip F;ur‘
pemilihan kepala dacrah menggunakan waktu yang cukup Pana, u%
dengan tahapan yang ditetapkan oleh Komisi Plemidlihan Umum yajp, .. %
bulan, sehingga akan mengganggu Jﬁﬂﬂfllﬂ?ﬂ pemerintahan dan %:
proses pergantian jabatan. Belum lagl kalau terjadi permasalzpy, hukw
. sengketa yang berkepanjangan akan menambah lama prc:sFa pengisi EHM
gubernur, bupati/walikota. Berbeda dengan proses pemilihan melajy; Dhyy
prosesnya lebih cepat dan sederhana. |

Kedua, penyelenggaraan pemilihan tidak efisien, sebab Menggunaks, =
vang cukup besar sehingga menyedot Anggaran Iflzndapa:an dan Belanj,
yvang semestinya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan,
pembiayaan Pemilukada Gubernur di Jawa Timur pada tahun 2008 |,
mencapai 1 triliun rupiah. Bahkan menurut Hamdani AR, negara terbebag
anggaran pemilukada sebesar 16 triliun per tahunnya.** Hal ini menunjukig,
terjadinya pemborosan anggaran yang luar biasa dalam proses $ukseg
kepemimpinan di daerah, dan tidak sebanding dengan kewenangan yang sk
dimiliki, terutama oleh gubernur dalam melaksanakan tugas pemerintsha
Gubernur bukan penyelenggara otonomi daerah, sebab otonomi daerah i
di tingkat kabupaten dan kota, sehingga sama sekali tidak relevan gubermz
dipilih langsung oleh rakyar,

Ketiga, kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daessh
sehingga tgas utama gubernur adalah menjalankan kebijakan pemerinth
pusat di daerah. Gubernur tidak memiliki kewenangan sebagai penyelenggn
otenomi daerah, sehingga tidak terlalu signifikan pengaruhnya gubernur dipili
langsung oleh rakyat.

Keempat, terjadinya konflik horizontal dj masyarakat akibat proses
pemilihan gubernur, bupati/walikota secara langsung, Masyarakat terbe?
ke dalam kelompok pendukung masing-masing calon, sehingga hal ini 32*
berdampak luas bagi rasa persatuan dan kesatuan masyarakat i daetah. Kool

antarpendukung jika berlarug-lapy; akan berakibat pada teffﬂmb“mﬂpmﬂ
pembangunan di daerah,

’“ww.pruﬂrimﬂlnt.mm. tiakses langgal 4 Maret 2013,

m Pamnitihan Unwm Sarantak
|

il

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Mekanisme Pemilihan Ke

pemokratis pala Daerah yang Lebih Efisien dan

Serelah dipaparkan kelebihan dan kelemahan pemilihan Kepala Daerah
secara ianlgsung, maka diperlukan alternatif model pemilihan yang dapat
mengatasi kelemahan pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut,
5Eka!'l_gus rl_lEn‘LpErtahankan kelebihan pemilihan kepala daerah langsung.
Meskipun “dalﬁ a:da madel yang ideal yang dapat menjamin bahwa kele mahan
dalam model pilihan langsung akan dapat dihilangkan begitu saja. Namun,
setidak-tidaknya problematika yang muncul akibat dari pelaksanaan pemilukada

secara langsung dapat diminimalisasi, sebab jika dibiarkan akan mengganggu
stabilitas ekonomi, politik, dan sosial.

Kajian terhadap mekanisme pengisian jabatan kepala daerah selain
mempertimbangkan aspek ekonomis, politis dan sosologis, tentu juga secara
sistemik dan yuridis. Ada beberapa model pengisian jabatan kepala daerah
yang disampaikan oleh Hasyim Ashari sebagai berikut.**

Model pertama, kepala daerah dipilih secara tidak langsung, melainkan
hanya ditunjuk/diangkat oleh pejabat di atasnya. Pengalaman ini terdapat
pada daerah-daerah administratif bukan daerah otonom. Walikota di Jakarta
menduduki jabatannya karena diangkart oleh Gubernur DKI Jakarta (vide Pasal

19 UU No, 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta).

Model kedua, kepala daerah dipilih secara tidak langsung bertingkat (vide
Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah). Pada model
ini DPRD memilih beberapa calon kepala daerah, selanjutnya diajukan kepada
pejabat pemerintah di atasnya untuk dipilih salah satunya sebagai kepala daerah
{Mendagri untuk memilih Bupati/Walikota, dan Presiden untuk memilih
Gubernur),

Model ketiga, kepala daerah dipilih secara tidak langsung (vide Pasal 34
UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah). Pada model ini kepala
daerah dipilih oleh DPRD. :

Model keempat, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat-pemilih
melalui pemilu (vide Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 56 UU No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah jo UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
UU No. 32 Tahun 2004). Pada model ini pasangan calon kepala daelrah dean
wakil kepala daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai Ehﬂhtik
yang memenuhi persyaratan, dan pasangan calon perseorangan. Selanjutnya

 %Hasyim Asyari, "Mempertahan
diakses 4 Marer 2013

kan Pilkada Langsung”, www.rumahpemilu.org,
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\ narsyaratan mengikuti kompetjg
pasangan calon yang memenuhi Pﬂﬁjeh rakyat-pemilih. el

; inilily secara langsun =y
pemilu untuk dipilin se ebut, pengisian kepala daergp, ke g

| ters
Berdasarkan beberapa mudﬂkan model keempat, yaitu kepal, 4

sebaiknya tetap mempertahan tih melalui pemilu. Pilihag
dipilih secara langsung ole casi berikut.

didasarkan pada sejumlah argumen

1. Argumentasi Konstitusiona™

Pertama, konstitusi Indonesia UUD l$45 T“E“E”t“ka“ bahwa benryg
negara yang dianut Indonesia adalah Republik [Wdipasai: ;}:E (1)]. Sebay,
konsekuensi sebuah negara yang berbentuk Rep Lfb]' SR aurla_nm
di tangan rakyat [vide Pasal 1 ayat (2)]. Implikasinya adalah Pmﬂls'ﬁilljahauﬂ
politik-kenegaraan dilakukan secara langsung oleh rakyat melaluj Pemily
[vide Pasal 2 ayat (1), Pasal 64, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayar (1), Pasy

92C ayat (1), dan Pasal 22E]. Kendatipun dalam Pasal 18 ayat (4) ditentukg,
bahwa gubgmu:r. bupati dan walikota I:]ipi':ih secara dEm'kaTjS, ks katy
“demokratis” di sini harus dimaknai bahwa kepala daerah dipilih secay
langsung oleh rakyat-pemilih, Dalam hal ini, sekali lagi, sebagai konsekuens
bentuk Megara Republik, kedaulatan di tangan rakyat, maka rakyatlah yang
berhak menentukan kepala daerahnya.

Kedua, konstitusi Indonesia UUD 1945 menganut sistem pemerintahan
Presidensial [vide Pasal 6A ayat (1)} dan Pasal 7]. Salah satu ciri sistem
pemerintahan Presidensial adalah Presiden (pejabat eksekutif) dipilih secars
langsung oleh rakyat-pemilih, yang membedakan dengan sistem parlementer
di mana pimpinan eksekutif dipilih oleh parlemen berdasarkan perolehan kursi
mayoritas di parlemen. Dalam sistemn parlemen sekali pemilu mendapatkan du
hasil yaitu perclehan kursi parlemen, dan sekaligus pemenang dalam parlemen
berhak menempati jabatan pada pimpinan eksekutif. Untuk menegaskan dan
menjaga konsistensi sistem pemerintahan Presidensial, maka dalam pengisian
jabatan kepala daerah sebagai pemimpin pemerintah daerah sudah seharusm
dilakukan melalui pemilu secara langsung, bukan oleh parlemen (DPRD).

2. Argumentasi Politik®®

FPertama, pemilu untuk memilih kepala daerah secara langsung merupaal
sarana membangun basis legitimasi bag; kepala daerah. Mengingat
& - 5 ngl
anggota DPRD dipilih secara |angsung oleh rakyat-pemilih melalui F.gj]u

e
mﬂde{ﬁu

*1bid.
14 1 bidl,

Pemilibas Umsim Sesentgk

i
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(apalagi formula pemilihan an

ota DPRD kin
suara terbanyak), untuk mmEE RD kini ditentukan dengan perolehan

gimbangi basi i
seharusnya basis legitimasi kepala dafmh ju;aIZ?ti:::gT; :::]:P Pemma:.: e
Unt:kn::{:;j:;;]:::gqra F'Eﬂ?l'l‘int?.halln daerah r;[ip.lu_rlulcan stabilitas politik,
ilitas politik ini diperlukan keseimbangan kekuatan politik
antara !’EEP‘-"JE daerah dan DPRD. Dalam hal kepala daerah dipilih oleh DPRD
sebagai I:nns-.jku-‘.-minya adalah DPRD akan diberikan wewenang untuk memim;:
!:h:n:mggu ngjawaban dan memberhentikan kepala daerah sebelum habis masa
jabatannya. Padahal sebagai salah satu ciri sistem pemerintahan Presidensial
adalah adanya masa jabatan tertentu (lima tahun) [fix term vide Pasal 7 dan
Pasal 22E ayat (1) dan (2)], dan bila kepala daerah dipilih dan diberhentikan
oleh DPRD dikhawatirkan akan terjerumus kepada ketidakstabilan politik dan
mengarah kepada sistem parlementer, Pengalaman sepanjang berlakunya UU
No. 22 Tahun 1999 membuktikan hal ini. Untuk menghindari kenflik politik
antara kepala daerah dan DPRD yang berkepanjangan, dan untuk menjaga

kestabilan politik pemerintahan daerah, maka sudah seharusnya kepala daerah
dipilih secara langsung,

Ketiga, dalam hal pengisian jabatan gubernur sebagai kepala daerah
provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi, selain akan potensial menimbulkan
konflik sebagaimana pada argumen kedua, juga akan menimbulkan problem
basis legitimasi gubernur di hadapan bupati/walikota jika bupati/walikota
dipilih secara langsung lewat pemilu. Dalam rangka menjalankan tugas untuk
mengoordinasi bupati/walikota, maka gubernur harus memiliki legitimasi
politik yang kuat.

Keempat, dalam hal gubernur tidak dipilih langsung oleh rakyat-pemilih
lewat pemilu, dan tidak juga dipilih oleh DPRD, melainkan ditunjuk/diangkat
oleh presiden, maka terdapat problem konstitusional. Problem tersebut adalah
daerah provinsi merupakan daerah otonom, bukan daerah administratif, di
mana daerah otonom memiliki wewenang mengatur dirinya sendiri, termasuk
dalam memilih kepala daerah, bukan dirunjuk/diangkat. Bila pengisian jabatan
gubernur melalui ditunjuk/diangkat, problem konstitusional harus diatasi
rerlebih dahulu yaitu mengubah status provinsi bukan lagi sebagai daerah

olonom.

3. Penataan Lembaga Politik™®

Berdasarkan argumentasi konstitusional dan politik tersebut, dalam rangka
revisi UU Pilkada diajukan tiga (3) rekomendasi berikur.

[
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Pertama, pengisian jabatan kepala daerah (gubernur, bupati dan walikotg)
berdasarkan argumentasi konstitusional dan politik sebagaimana di'l-ll'ﬂ.ikan
di atas, harus tetap dipertahankan dengan mekanisme pemilihan secar,
langsung oleh rakyat-pemilih melalui pemilu.
Kedua, diperlukan penataan pelembagaan waktu penyelenggaraan pemily
Pelembagaan waktu pemilu ini adalah menata pemilu menjadi dua jeni:l.
emilu, yaitu pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemilu nasional untuk
memilih DPR, DPD, dan presiden dan wakil presiden dilaksanakan pady
wakru yang bersamaan (dalam satu pemungutan suara ditujukan unuk
memilih anggota DPR, DPD, dan presiden dan wakil presiden). Pemily
secara bersamaan wakeu ini dimaksudkan untuk memperkuat stabilitas
politik, terutama relasi politik antara DPR dan presiden, karena bangunan
koalisi politik akan dibangun sejak dini, bukan koalisi sesaat setelah
pemilu legislatif. Pada waktu berikutnya (2 atau 2,5 tahun berikutnya)
diselenggarakan pemilu lokal untuk memilih anggota DPRD (provinsi dan
kabupaten/kota) dan sekaligus memilih gubernur dan bupati/walikota.

Pelembagaan waktu penyelenggaraan pemilu yang derikian ini, selain
untuk membangun stabilitas politik, dan untuk meredam masyarakat agar
tidak terfragmentasi secara terus-menerus, juga dalam rangka efisiensi

biaya pemilu.

Ketiga, karena partai politik sebagai aktor utama dalam pengisian jabatan

politik-kenegaraan, maka sudah saatnya partai politik didorong untuk

segera merevitalisasi diri dan mengoptimalkan perannya, terutama dalam
pendidikan politik, rekrutmen politik dan artikulasi kepentingan politik
rakyat.

Berdasarkan uraian argumen di atas, menurut penulis mekanisme pemilihan
gubernur, bupati/walikota secara langsung sebaiknya terap dipertahankan,
agar masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam menentukan pemimpin
di daerahnya sehingga Kepala Daerah terpilih memiliki legitimasi yang kuat.
Namun kelemahan utama dari model pemilihan langsung ini yaitu biaya tinggi
konflik horizontal, dan money politic harus direduksi dengan perubahan model
penyelenggaraan pemilihan. Alternatif yang dapat digunakan sebagai solusi atas
permasalahan tersebut adalah penyelenggaraan pemilihan gubernur dengan
bupati/walikota secara serentak di masing-masing provinsi.

Dengan model pemilukada secara serentak ini memiliki beberapa kelebihan
antara lain:

Pertama, akan terjadi penghematan biaya yang signifakan, sebab biay2
operasional yang dikeluarkan untuk mendanai penyelenggaraan pemilihan
dapat digunakan pada dua tingkatan pemilihan sekaligus yaitu gubernur dan
bupati/walikota. Beban anggaran penyelenggaraan pun dapat dibagi, antard

BRI Pemilihen Umum Serantak
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M‘Nj pr-;winsi dan APBRD k"huhaten;'kma
colama ini berjalan yaitu Masing-masi
cendiri proses pemilihannya, malkg g

anggaran pembiayaan dapat ditan
d.‘-l;'l pemerintah Kabupaten/Kota,

Kedua, penghematan pengerah :
nersonil panitia pemilihan d:i Pefﬂg‘*:&md’:]‘:rga;’::‘?"m yang akan menjad;
«chingea masyarakat memiliki waky, yang lebi, E:n:“:garaan permlllakﬂda.
peraktivitas di luar agenda pemilihan, AR e
Ketiga, mengurangl terjadinya potensi konflik i masyarakat, akibat terlal
seringnys mas-,.rarlal:m mengikuti prosesi pemilihan sehingga tl.:rl'm :
pada masing-masing calon kepala daerah, Konfi, horizontal ka P
Jukungan dapat dihindari, FRNA petbedsan
Keernpat, meminimalisasi frekuensi terjadinya praktik policik uang (mon
palitic) di masyarakat, sehingga lambat laun praktik tersebut dapat d]h?fmgk;
Kelima, mendorong partai politik untuk melakukan konsolidasi dan
koalisi “atas-bawah” yaitu terjadinya paket koalisi pengusung pada pasangan
calon gubernur dan pasangan bupati/walikota yang berasal dari partai politik
atau gabungan partai politik yang sama. Jika hal ini terjadi, maka pasangan
gubernur terpilih dengan pasangan bupati/walikota terpilih berasal dari
sumber dukungan yang sama. Harapannya akan sangat bernilai positif dalam
penyelenggaraan pemerintahan ke depan, Antara gubernur dengan bupati/
walikota terdapat hubungan yang harmonis, sehingga koordinasi dan kerja
sama dalam mengelola pemerintahan di daerah provinsi dan kabupaten/kota
dapat dilakukan dengan lebih mudah dan sinergis.

G. Penutup

Pemilihan Umum kepala daerah baik secara langsung maupun tidak
langsung memiliki kelebihan dan kekurangan, Tidak ada mekanisme pemilihan
vang ideal tanpa adanya kekurangan sedikit pun. Sebaik apa pun sistem
pemilihan yang diciptakan pasti mengandung kelemahan. Namun perlu
dipikirkan model pemilihan yang paling sedikit mengandung kelemahan tetapi
juga tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi. Berikut merupakan
kelebihan dan kelemahan pemilihan Kepala Daerah secara langsung,

I. Kelebihan mekanisme pemilukada langsung
a. Masyarakat dapat berpartisipasi Iangaung ulntuk memilih pemimpin
di daerahnya, sehingga sesuai dengan prinsip demokrasi.
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1

b. Kepala Dacrah terpilih memiliki legitimasi yang kuay sehip
menjalankan program kerjanya dengan lebih mudah,

¢. Mencegah terjadinya politik transaksional di DPRD,

2. Kelemahan mekanisme pemilukada langsung

a. Penyelenggaraan pemilihan menggunakan wakgy
schingga tidak efekrif.

b. Penyelenggaraan pemilihan tidak efisien karena menggy nakap "
APBD yang sangat besar.

¢. Untuk kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusar ¢
daerah, menjadikan proses pengisian jabatan gubernur meyy,
pemilihan langsung tidak ada relevansinya. Sebab otonom;
tidak berada di tingkat provinsi tapi di level kabupaten/kora.
d. Potensi konflik horizontal di masyarakat yang cukup besar akibar
perbedaan dukungan terhadap masing-masing calon kepala dasrsh
3. Mekanisme pemilukada yang lebih efisien dan demokratis
Model pemilihan yang dapat mengakomodasi kedua aspek yaitu efisi
dan demokratis adalah model pemilihan gubernur secara lan
yang serentak dengan pemilihan bupati dan/atau walikota di masing-
masing provinsi. Dari sisi penyelenggaraan pemilihan akan mengalams
penghematan yang signifikan karena dalam saru kali pesta demokrasi
lokal dapat mencakup kedua tingkatan pemerintahan. Sedangkan dari
sisi demokrasi, model pemilihan langsung masih merupakan model yang
dapat mewakili seluruh aspirasi rakyat dibandingkan melalui DPRD.
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Pelaksanaar] Plipres setelah pemilu anggota lembaga perwakilan termyata
dalam pefkembangannya tidak mgmpu menjadi alat transfoymas|
perubahar soslal ke arah yang dikehehdakl. Hasil darf pelaksanaan Pilpres
setelah pémilu anggota lémbiga perwakilan tidak juga memperkuat
sistem Egs.lctensm yang hendak’ Hibangun berdasarkan  konstitusi
. Mekanismhe <aling mengawast dan menglmbangl (checks and batances),
~ Yerutama; antara DPR dan Presiden{ tidak berjalan dengan baik. Oleh
karena (i, balk darl ‘sls| metode :L'nafﬁiran original intent, penafsiran
sistematis dan  penafsiran g]rama{'sk.-‘:l secara’ komvprehensif,  Plipres
dilaksanakan. bersamaan dengan! pemilu untuk memilih anggota
le ml:mgr perwakilan.

| (Putusam MK Nomor 14/PUU-XI/2013}

Gagasdn reformasi penyelenggaraan pemilu dafam wuj&ld pelaksanaan
pemil] nastonal (eksekutif dan Rgislatif) secara serentak, pemisahan
pemilll nasional dengan’ perfiu ‘lokal dan pelaksanaan pemilu lokal
':-:-.'Hhebrutl.' dan legislatif) secara serantak merupakan ide yang sah menurut
konsttusl. Tidak sati pun pasal dalam UUD 1945 yang menutup niang
diimglementasikannya ide dimaksud. Khusus untuk pemisahan pemiiu
nasignal dan lokal, sekalipun MK telah [rl'iember'rl-;an penafsiran terhadap
Pasy 22F Ayat (2} UUD 1945, namin ruang pemisahan pemiiu nastonal
dan lokal masih terbuka melalul penafsiran tekstual terhadap frasa™. .dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah® dalam ketentuan tersebut dan
: pehafsiran sistematis terhadap Pasal 18 Ayat (3) dan Ayat (4) UUD 1945.
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